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ABSTRAK 

ANALISIS PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

(BPBD) DALAM MENANGGULANGI KABUT ASAP DI KOTA 

PEKANBARU 

Oleh 

JERI ANDRIADI 

 

Skripsi ini berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) Dalam Menanggulangi Kabut Asap di Kota Pekanbaru. Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui peran BPBD dalam menanaggulangi kabut asap di 

kota Pekanbaru dan untuk mengetahui apa saja kendala-kendala BPBD dalam 

menanggulangi bencana kabut asap di kota Pekanbaru. Penelitian ini 

merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode 

kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data 

sekunder berupa buku-buku, karya ilmiah dan lainnya. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun hasil 

dari penelitian ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota 

Pekanbaru belum secara maksimal dalam melaksanakan perannya untuk 

menanggulangi bencana kabut asap yang setiap tahunnya selalu terjadi di 

wilayah kota Pekanbaru. Adapun peran BPBD dalam memberikan sosialisasi 

kepada masyarakat mengenai kebakaran hutan belum terlaksana dengan baik 

hal ini dilihat dari BPBD dalam memberikan sosialisasi tidak menyeluruh ke 

wilayah-wilayah yang rawan kebakaran. Ada beberapa kendala yang dihadapi 

BPBD kota Pekanbaru yaitu sulitnya akses jalan menuju lokasi, terbatasnya 

alat-alat untuk memadamkan kebakaran, minimnya sumber air, dan komunikasi 

kepada masyarakat yang kurang lancar. 

Kata Kunci: Peran BPBD, Penanggulangan Bencana, Kebakaran, Kabut 

Asap 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1    Latar Belakang 

Kabut asap adalah kasus pencemaran udara berat yang bisa terjadi 

berhari-hari hingga hitungan bulan. Di bawah keadaan cuaca yang 

menghalang sirkulasi udara, kabut asap bisa menutupi suatu kawasan dalam 

waktu yang lama. Kabut asap juga sering dikaitkan dengan pencemaran udara. 

Kabut asap sendiri merupakan koloid jenis aerosol padat dan aerosol cair. 

Proses terbentuknya kabut asap pada umumnya, kabut terbentuk ketika udara 

yang jenuh akan uap air didinginkan di bawah titik bekunya. Jika udara berada 

diatas daerah perindustrian, udara itu juga mungkin mengandung asap yang 

bercampur kabut membentuk kabut asap.   

Sebagian besar kebakaran hutan diakibatkan oleh upaya pembakaran 

yang sengaja dilakukan untuk membuka lahan dalam rangka pengalihan fungsi 

lahan dari lahan kehutanan menjadi lahan perkebunan ataupun pertanian. 

Intervensi manusia pun sedemikian merasuk, sehingga sebuah usaha 

pembukaan dan alih fungsi lahan dengan aksi membakar menjadi sebuah hal 

yang mudah dan semakin lama semarak dilakukan. Sebaran beberapa titik api 

diperparah dengan lokasi kebakaran berada di lahan gambut, sehingga sumber 

api akan sulit sekali dipadamkan. Adapun data jumlah lahan hutan yang 

terbakar dari tahun 2018-2020 yaitu: 
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Tabel 1.1 

Jumlah Luas Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pekanbaru 

Tahun 2018-2021 

No  
Tahun 

2018 2019 2020 2021 

1 
Luas Kebakaran 

Hutan 
110,349 ha 279,821 ha 79,3875 ha 16,872 ha 

   Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru 2022 

 Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan 

mengalami naik turun dari tahun 2018-2021. Kebakaran hutan paling luas 

terjadi pada tahun 2019 yaitu 279,821 ha, sedangkan kebakaran hutan paling 

sedikit terjadi pada tahun 2021 yaitu dengan luas 16,872 ha. Menurut 

peraturan Undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang perkebunan pasal 26 

dijelaskan pula, setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka atau 

mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya 

pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup. Seperti halnya lembaga 

Badan Penanggulangan Bencana Daearah, adalah lembaga khusus yang 

menangani penanggulangan bencana (PB) di daerah, baik di tingkat provinsi 

maupun kabupaten atau kota. Di tingkat nasional ada Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNPB). BNPB dan BPBD dibentuk berdasarkan 

amanat Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 

. 

Dengan adanya BNPB maka dari itu lembaga Penanggulangan dalam 

hal bencana sebelumnya, yaitu Badan Koordinasi Nasional Penanganan 

Bencana (BAKORNAS PB) dibubarkan (Pasal 82, ayat 2 Undang-undang 24 
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tahun 2007).  Secara teknis pembentukan BPBD diatur dengan Permendagri 

Nomor 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD dan 

Peraturan Kepala BNPB 3 tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.  

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008, BPBD 

kabupaten/Kota mempunyai tugas Menetapkan pedoman dan pengarahan 

terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, 

penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; 

Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan 

bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan; Menyusun, menetapkan, 

dan mengkonfirmasikan peta rawan bencana; Menyusun dan menetapkan 

prosedur tetap penanganan bencana; Melaporkan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana kepada Kepala Daerah setiap bulan sekali dalam 

kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana; Mengendalikan 

pengumpulan dan penyaluran uang dan barang; Mempertanggungjawabkan 

penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja 

daerah; dan Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.  

Fungsi BPBD Kabupaten/kota yang pertama yaitu perumusan dan 

penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi 

dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efesien. Sedangkan fungsi kedua 

BPBD Kabupaten/kota yaitu pengkoordinasian pelaksana kegiatan 

penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.  
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Adapun peran BPBD dalam penanggulangan bencana yang pertama 

yaitu  sebagai koordinator. Semua koordinasi dalam penanggulangan bencana 

dilakukan oleh BPBD sehingga semua berjalan dengan baik. Keperluan 

koordinasi tersebut dapat muncul diberbagai tahapan tergantung pada cakupan 

bencana itu sendiri. Sebagai koordinator BPBD sudah berperan dengan baik. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah bertindak cepat dalam 

menanggulangi kabut asap d Riau bekerja sama dengan Kabupaten dan Kota. 

Peran BPBD yang kedua yaitu sebagai informan untuk menyampaikan 

informasi daerah rawan bencana kepada masyarakat. Sosialisasi dan informasi 

daerah rawan bencana dilakukan menggunakan peta rawan yang dibuat BPBD 

yang merupakan patokan awal untuk menentukan suatu daerah dikategorikan 

rawan bencana.  

BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah 

dan dipimpin oleh Kepala Badan yang dijabat oleh Sekretaris Daerah (Pasal 3 

Permendagri 46 tahun 2008). Uraian secara rinci mengenai tugas dan fungsi, 

uraian pekerjaan, keangotaan-keanggotaan dan mekanismenya dan hal-hal 

terkait dengan susunan organisasi BPBD diatur oleh Permendagri 46 tahun 

2008 dan Perka BNPB 3 tahun 2008. 

Kebakaran hutan merupakan suatu kejadian dimana api melahap bahan 

bakar bervegetasi yang terjadi dalam kawasan hutan yang menjalar secara 

bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi dalam kawasan 

non-hutan. Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mengakibatkan kabut asap 
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yang mengganggu kesehatan masyarakat. Adapun data penyakit akibat 

kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau sebagai berikut: 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Penyakit Akibat Kabut Asap Tahun 2018-2021 

No Jenis Penyakit 
Tahun 

2018 2019 2020 2021 

1 ISPA 59.472  281.626 2.712 34 

2 
Pneumonia (Radang 

Tenggorokan) 

991  29.548 84 27 

3 Asma 2.731  8.392 81 68 

4 Mata 3.389 2.944 162 18 

5 Kulit 4.334 1.614 344 21 

Jumlah 70.917 324.124 3.383 168 

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru 2022 

Dari Tabel 1.2 menunjukkan bahwa penyakit yang diakibatkan dari 

kebakaran hutan dan lahan mengalami naik turun dari tahun 2018 sampai 

tahun 2021. Hal ini tidak sejalan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasalnya dari 

kasus penyakit yang timbul akibat asap diatas sudah melanggar hak-hak bagi 

masyarakat terhadap lingkungan hidup. Selain itu dalam pasal 28 H Undang-

undang dasar 1945 yang menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan 

sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia. Pasal ini juga 

menegaskan setiap warga Negara Indonesia memang memiliki hak atas 

lingkungan hidup yang keadaannya baik dan sehat. 

Dengan begitu, BPBD adalah lembaga khusus yang mempunyai 

wewenang untuk dapat berkoordinasi dengan pihak pemerintah diharapkan 

mampu mengatasi permasalahan kabut asap seperti sekarang ini yang dapat 
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menyebabkan sebuah dampak terjadinya kabut asap, salah satunya adalah 

penyakit. Sedangkan jika dibagi dua jenisnya menurut pembagiannya bencana 

diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu Hazard dan Disaster. Adapun 

Hazard sendiri dikategorikan bencana yang mengakibatkan korban. 

Sedangkan Disaster adalah bencana yang dikategorikan tidak ada korban. 

(Wicaksono dan Pangestuti. 2019. Analisis Mitigasi Bencana Dalam 

Meminimalisir Resiko Bencana. Vol.71 no.1 juni 2019) 

Dampak kabut asap di kota Pekanbaru sudah jelas kita tahu bahwa 

bencana kabut asap tersebut tergolong bencana yang menimbulkan korban. 

Tak bisa dipungkiri, bencana kabut asap di kota Pekanbaru merupakan kondisi 

darurat yang tidak dapat disepelekan. Apa yang terenggut dari masyarakat 

Provinsi tidak dapat dipandang sebelah mata. Kabut asap yang melanda kota 

Pekanbaru sangat banyak merugikan banyak pihak. Selain menyebabkan 

berbagai macam penyakit, akibatnya banyak sektor-sektor usaha yang merugi. 

Adapun pembentukan BPBD kota Pekanbaru diatur dengan Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 281 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan 

organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja  Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Pekanbaru.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Peran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi kabut 

asap di Kota Pekanbaru”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis 

merumuskan masalah menjadi pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

a. Bagaimana Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam 

menanggulangi kabut asap di Kota Pekanbaru? 

b. Apa saja kendala-kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) dalam menanggulangi kabut asap di Kota Pekanbaru? 

1.3  Tujuan Penulisan 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a.  Untuk menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) dalam menanggulangi kabut asap di Kota Pekanbaru. 

b. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi kabut asap di Kota 

Pekanbaru 

 

1.4  Manfaat Penulisan 

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat tersebut adalah : 

1. Manfaat Akademik 

Manfaat dari segi akademik dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

penulis khususnya dalam Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

(BPBD) dalam menanggulangi kabut asap di Kota Pekanbaru Provinsi 
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Riau, serta dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca yang juga akan 

melakukan penelitian dibidang yang sama. 

2. Manfaat secara praktis 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berkaitan dengan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

dalam menanggulangi kabut asap di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. 

  



 

9 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Peran 

Peran menurut Soerjono Soekanto (2009:212-213) adalah proses 

dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan 

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. 

Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu 

pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu 

tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Sedangkan menurut Merton (dalam 

Raho 2007:67) mengatakan bahwa peranan didefinisikan sebagai pola tingkah 

laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. 

Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran (role-set). Dengan demikian 

perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan 

peran yang dimiliki oleh orang karena menduduki status-status social khusus. 

Menurut Dougherty & Pritchard (dalam Bauer 2003:55) teori peran ini 

memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam 

organisasi.  Mereka menyatakan bahwa peran itu “melibatkan pola penciptaan 

produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Kemudian menurut Riyadi 

(2002:138) peran dapat diartikan sebagai orientasi dan konsep dari bagian 

yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial. Dengan peran tersebut, 

sang pelaku baik itu individu maupun organisasi akan berprilaku sesuai 

harapan orang atau lingkungannya. 
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Adapun menurut Mifta Thoha (2002:98) Peran merupakan serangkaian 

perilaku seseorang yang dilakukan berdasarkan dengan karakternya. Kondisi 

ini juga bisa dilatarbelakangi oleh psikologi seseorang setiap melakukan 

tindakan yang diinginkan sesuai kata hatinya. 

Narwoko menyebutkan, Peranan dapat membimbing seseorang dalam 

berperilaku, karena fungsi peran itu sendiri adalah sebagai berikut : 

1. Memberi arah pada proses sosialisasi 

2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma, dan pengetahuan 

3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat 

4. Menghidupkan sistem pengendali dan control, sehingga dapat melestarikan 

kehidupanan masyarakat 

Hendropuspito dalam Narwoko, perananan sosial yang ada di 

masyarakat dapat di klasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai 

dengan banyak nya sudut pandang. Berbagai macam peranan dapat disebutkan 

sebagai berikut : 

1. Peranan yang diharapkan (expected roles) yaitu Cara ideal dalam 

pelaksanaan peranan menurut masyarakat 

2. Peranan yang disesuaikan (actual roles) yaitu cara bagaimana sebenarnya 

peran itu dijalankan 

 

Sementara itu, berdasarkan cara memperolehnya, peranan dapat 

dijadikan menjadi : 
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1. Peranan bawaan (ascribled roles) yaitu peranan yang diperoleh secara 

otomatis, bukan karena usaha 

2. Peranan pilihan (achives roles) yaitu peranan yang diperoleh atas dasar 

keputusan sendiri 

Menurut Abdulsyani, Peranan sosial adalah suatu perbuatan seseorang 

dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai 

dengan status yang dimilikinya. 

2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Melayu S.P Hasibuan 

(2006:10) dalam buku Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu dan 

seni mengatur  hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efesien 

membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat. Dikutip 

dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia menurut Anwar Prabu 

Mangkunegara (2010:2), MSDM  yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, 

pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan 

pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan dikutip dari buku Manajemen Sumber Daya Manusia, 

menurut Sedarmayanti (2009:13), MSDM adalah kebijakan dan praktik 

menentukan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi 

manajemen termasuk merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan, 

dan penilaian. 
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Adapun menurut Sofyandi (2009:6) Manajemen Sumber Daya 

Manusia yaitu strategi dalam menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu 

planning, organizing, leading dan controlling dalam setiap aktivitas atau 

fungsi perasional Sumber Daya Manusia mulai dari roses, penarikan, seleksi, 

pelathan dan pengembangan, penempatan yang meliputi promosi, demosi dan 

transfer, penilaian kinerja, pemberian kompensasi, hubungan industrial hingga 

pemutusan hubungan kerja yang ditujukan bagi peningkatan kontribusi 

produktif dari sumbernya manusia organisasi terhadap pencapaian tujuan 

organisasi secara lebih efektif dan efesien. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 

manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mengatur dan mengelola 

tenaga kerja agar dapat melakukan fungsinya secara efektif dan efesien dalam 

mencapai tujuan perusahaan.  

2.3 Kesiapsiagaan 

Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk 

mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna (Undang-Undang No. 24 Tahun 2007). Menurut 

Carter (1991) dalam LIPI-UNESCO/ISDR (2006), kesiapsiagaan adalah 

tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga dan 

individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara cepat dan 

tepat guna untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. Termasuk 

kedalam tindakan kesiapsiagaan adalah penyusunan rencana penanggulangan 

bencana, pemeliharaan sumber daya dan pelatihan personil. Konsep 
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kesiapsiagaan yang digunakan lebih ditekankan pada kemampuan untuk 

melakukan tindakan persiapan menghadapi kondisi darurat bencana secara 

cepat dan tepat. (LIPI-UNESCO/ISDR, 2006). 

Menurut IDEP, 2007 menyatakan tujuan kesiapsiagaan yaitu : 

a. Mengurangi ancaman 

Untuk mencegah ancaman secara mutlak memang mustahil, seperti 

kebakaran, gempa bumi dan letusan gunung berapi. Namun ada banyak 

cara atau tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan 

terjadinya dan akibat ancaman. 

b. Mengurangi kerentanan keluarga 

Kerentanan keluarga dapat dikurangi apabila keluarga sudah 

mempersiapkan diri, akan lebih mudah untuk melakukan tindakan 

penyelamatan pada saat bencana teradi. Persiapan yang baik akan bisa 

membantu keluarga untuk melakukan tindakan yang tepat guna dan tepat 

waktu. Keluarga yang pernah dilanda bencana dapat mempersiapkan diri 

dengan melakukan kesiapsiagaan seperti membuat perencanaan evakuasi, 

penyelamatan serta mendapatkan pelatihan kesiapsiagaan bencana. 

c. Mengurangi akibat 

Untuk mengurangi akibat suatu ancaman, keluarga perlu mempunyai 

persiapan agar cepat bertindak apabila terjadi bencana. Umumnya pada 

semua kasus bencana, masalah utama adalah penyediaan air bersih. 

Dengan melakukan persiapan terlebih dahulu, kesadaran keluarga akan 
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pentingnya sumber air bersih dapat mengurangi kejadian penyakit 

menular. 

d. Menjalin kerjasama 

Tergantung dari cakupan bencana dan kemampuan keluarga, penanganan 

bencana dapat dilakukan oleh keluarga itu sendiri atau apabila diperlukan 

dapat bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait. Untuk menjamin 

kerjasama yang baik, pada tahap sebelum bencana inikeluarga perlu 

menjalin hubungan dengan pihak-pihak seperti puskesmas, polisi, aparat 

desa atau kecamatan. 

2.4 Penanggulangan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari 

bahasa “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengtasi. Kemudian ditambah 

awalan “pe” dan akhiran “an”sehingga menjadi penanggulangan yang berarti 

proses, cara, perbuatan menanggulangi. 

Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, 

menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventive dan 

sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah 

dinyatakan bersalah (sebagai narapidana) di lembaga pemasyarakatan, dengan 

kata lain upaya penanggulangan pencurian dapat dilakukan secara preventif 

dan refresif. 

Sedangkan yang dimaksud dengan penanggulangan yaitu upaya 

mengatasi dan memberi solusi kepada anak-anak yang melakukan perbuatan 

menyimpang seperti mencuri serta kepada para pihak yang berhubungan 
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dengan anak tersebut, seperti orang tua, guru, tokoh masyarakat maupun 

pemerintah. 

Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk 

meminimalisir atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak 

terjadi lagi kejadian ataupun perbuatan tersebut. 

2.5 Bencana 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan 

Bencana menyebutkan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun 

faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, 

kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Definisi 

tersebut menyebutkan bahwa bencana disebabkan oleh faktor alam, non alam, 

dan manusia. Sedangkan Menurut Heru Sri Haryanto 

(2001:35) Mengemukakan bahwa Bencana adalah Terjadinya kerusakan pada 

pola pola kehidupan normal, bersipat merugikan kehidupan manusia, struktur 

sosial serta munculnya kebutuhan masyarakat. 

Menurut Nurjanah dkk (2013:42) mengemukakan bahwa manajemen 

bencana adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari bencana beserta segala 

aspek yang berkaitan dengan bencana, terutama resiko bencana dan 

bagaiaman menghindari resiko bencana. Manajemen bencana merupakan 

proses dinamis serta bekerjanya fungsi-fungsi manajemen yang meliputi dari 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Sedangkan 
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menurut Priambodo (2009:58) bencana adalah kejadian yang teradi secara 

alami, buatan manusia atau campuran dari keduanya dimana kejadiannya tidak 

dapat diprediksi atau terjadi tiba-tiba sehingga menimbulkan kerusakan dan 

dampak yang besar terhadap kehidupan manusia. 

2.6 Kabut Asap 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kabut asap merupakan 

campuran antara kabut dan asap (banyak terdapat di daerah industri). Kabut 

asap adalah kumpulan asap dan kabut yang berkumpul menjadi satu kesatuan 

yang memiliki nilai kandung halimun airnya lebih besar dari 0.1 milimeter. 

Kabut biasanya terbentuk ketika kelembaban relatif udara sudah mencapai 

100% Kabut asap sendiri dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. 

Pada faktor alam bisa disebabkan oleh sambaran petir pada hutan yang kering 

karena dilanda musim kemarau yang panjang, aktivitas vulkanis seperti 

terkena lahar atau awan panas dari letusan gunung berapi, 

dan kebakaran bawah tanah pada daerah tanah gambut yang dapat menyulut 

kebakaran di atas tanah. Sedangkan pada faktor manusia (dan yang paling 

banyak menjadi penyebab kebakaran hutan) yaitu kelalaian manusia yang 

membuang puntung rokok sembarangan ke daerah hutan gambut atau lupa 

mematikan api pada saat berkemah dan perbuatan sengaja membakar hutan 

untuk membuka lahan. 

2.7 Kebakaran 

Kebakaran adalah situasi dimana dimana bangunan atau lahan pada suatu 

tempat dilanda api yang menimbulkan korban  atau kerugian. Kebakaran 
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merupakan bencana yang lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia 

(Human Eror) dengan dampak kerugian harta benda, stagnasi, atau 

terhentinyya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan bahkan 

korban iwa. (Hargiyarto, 2013) 

Berdasarkan Permenaker Nomor : 04/MEN/1980 dalam (Hargiyarto, 

2013), penggolongan atau pengelompokkan jenis kebakaran menurut jenis 

bahan yang terbakar, dimaksudkan untuk pemilihan media pemadam 

kebakaran yang sesuai. Pengelompokan itu adalah; 

a. Kebakaran kelas A, yaitu kebakaran bahan padat kecuali logam, seperti 

kertas, kayu, tekstil, plastic, karet. Busa dan bahan sejenisnya. 

b. Kebakaran kelas B, yaitu kebakaran bahan cair atau gas yang mudah 

terbakar, seperti bensin, aspal, gemuk, minyak, alcohol, LPG, dan 

bahan sejenisnya. 

c. Kebakaran kelas C, yaitu kebakaran listrik yang bertegangan. 

d. Kebakaran kelas D, yaitu kebakaran bahan logam seperti aluminium, 

magnesium, kalium dan bahan sejenisnya. 

Menurut Hargiyarto 2013, penyebab timbulnya kebakaran dapat diuraikan 

berupa : 

a. Kebakaran karena sifat kelalaian manusia, seperti kurangnya 

pengertian pengetahuan penanggulangan bahaya kebakaran; kurang 

berhati-hati menggunakan alat dan bahan yang dapat menimbulkan 

api; kurangnya kesadaran pribadi atau tidak disiplin. 
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b. Kebakaran karena peristiwa alam, terutama berkenaan dengan cuaca, 

sinar matahari, letusan gunung berapi, gempa bumi, petir, angin dan 

topan. 

c. Kebakaran karena penyalaan sendiri, sering terjadi pada gudang bahan 

kimia dimana bahan bereaksi dengan udara, air dan uga bahan-bahan 

lainna yang mudah meledak atau terbakar.  

d. Kebakaran karena kesengajaan untuk tuuan tertentu, misalnya 

sabotase, mencari keuntungan ganti rugi klaim asuransi, hilangkan 

jejak kejahatan, tujuan taktis pertempuran dengan jalan bumi hangus.  

2.8 Penanggulangan Bencana dalam Pandangan Islam 

Agama Islam yang diturunkan Allah memiliki ajaran untuk kehidupan 

umat manusia secara menyeluruh di baik di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam 

bersumberkan pada wahyu Ilahi yang memberikan dasar-dasar pedoman yang 

obyektif, dan berlaku umum (universal) bagi seluruh umat manusia di muka 

bumi. Manusia diciptakan untuk mengemban tugas sebagai khalifah di bumi 

dengan diberi karunia kemampuan yang sangat istimewa berupa kekuatan dan 

kemampuan akal fikiran yang membedakan dengan binatang. Karenanya, 

sudah sepantasnya akal fikir tersebut beriman kepada-Nya sebagai pencipta 

alam semesta.  

Allah mengirim wahyu untuk mengaktifkan akal manusia dengan 

meluruskan imannya serta pedoman dalam ibadah yang tertuang dalam kitab 

suci al-Qur‟an Hubungan akal dan wahyu tidak dapat dipahami secara 

structural (hubungan atas bawah), melainkan dipahami secara fungsional. 
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Akal sebagai subjek berfungsi untuk memecahkan masalah, sedangkan wahyu 

member wawasan moralitas atas pemecahan masalah yang diambil oleh akal, 

dan juga untuk menginformasikan hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh 

akal. 

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, 

baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga 

mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, 

kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sebagian orang beranggapan 

bahwa bencana semata-mata karena takdir dari Allah. Namun, sesungguhnya 

sunnatullah itu berlangsung ketika manusia lupa akan tugas-tugas 

kekhalifahan di atas bumi. Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi 

aktivitas alami dan aktivitas manusia. Factor ketidakberdayaan manusia, 

akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan 

kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan kematian. QS. Ar-

Rum: 41 menerangkan: 

                                                                                

                

                                                 

Artinya : “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena 

perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 

mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka 

kembali (ke jalan yang benar).”(Q.S : Ar-Rum: 41) 
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Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah ingin mengingatkan kepada 

manusia bahwa bencana yang terjadi di daratan di lautan merupakan akibat 

dari ulah manusia. Hal ini menunjukan bahwa bencana bukan inisiatif dari 

Allah, seperti menghukum, menguji, maupun memperingatkan umat manusia. 

Bencana yang terjadi setidaknya memunculkan dua rumusan teologis dalam 

pandangan agamawan, yaitu rumusan positif dan rumusan negatif.  

Rumusan teologis positif ialah penafsiran yang cenderung 

menyalahkan dan menyudutkan korban bencana. Bencana yang terjadi karena 

kelalaian manusia, jadi tidak ada campur tangan dari Tuhan dan husnuz\z\an 

(berbaik sangka) dan Dia tetap terjaga dari kesalahan. Sedangkan rumusan 

teologis negatif mengansumsikan bahwa bencana merupakan “ujian” Tuhan 

untuk umat yang dicintai-Nya. Secara implisit teologis negatif ini 

menyalahkan Tuhan dengan menunjukan sikap kecewa kepada Tuhan, ketika 

cobaan yang datang tidak kunjung habis, maka yang muncul adalah sikap 

teologis yang sempit. 

Menurut Harold G. Koening dalam tulisannya The Wake of Disaster, 

Religious Response to Terrorism and Catasprophe, mencoba menjelaskan 

bahwa dalam berbagai tempat, agama memiliki peran dalam penanggulangan 

dampak bencana dan mengurangi resikonya. Setiap bencana yang terjadi di 

dalamnya akan timbul berbagai pemahaman dan reaksi yang sebagainnya 

didasari pada pemahaman agama. Namun ia mengakui adanya sebagian 

golongan dalam kepercayaan agama yang salah dalam menempatkan agama 

khususnya dalam menghadapi bencana. Di sinilah perlu dikembangkan dialog 
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apa yang dipahami menurut ilmu pengetahuan, juga apa yang dimaknai 

masyarakat. Dengan demikian terbangun sebuah cara pandang integral 

terhadap bencana yang berpengaruh pada berbagai usaha mitigasi yang akan 

dilakukan. 

Al-Qur‟an menjelaskan secara teologis, bahwa segala sesuatu yang 

terjadi di alam merupakan tindakan kekuasaan Tuhan. Sebagaimana yang 

disabdakan dalam Surat al-Hadid: 22: 

صِيبةَٓ ٓمِنٓأصََابَٓٓمَا ٓ ضِٓٓفيِٓمُّ رَأ ةٓ ٓفيِٓإِلَٓٓأنَفسُِكُمأٓٓفيِٓ ٓوَلَٓٓٱلۡأ نٓكِتََٰ ٓمِّ

لِٓ رَأهََا ٓ ٓأنَٓقَبأ لِكَٓٓإنَِٓٓنبَأ  ٢٢ٓٓٓيسَِير ٓٓٱلَلِّٓٓعَلىَٓذََٰ

Artinya  :” Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) 

pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul 

Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang 

demikian itu adalah mudah bagi Allah.” 

 

2.9 Penelitian Terdahulu 

Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi 

kabut asap di kota pekanbaru. Penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

NO PENELITI JUDUL HASIL 

1 Sugipto Beong, 

2014 

Peran Badan 

Penanggulangan 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Samarinda telah 
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Bencana Daerah 

Dalam 

Penanggulangan 

Bencana Alam 

di Kota 

Samarinda 

menjalankan perannya dengan 

cukup optimal, Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Samarinda lebih menjalankan 

fungsi koordinasi dan pelaksanaan 

kegiatan pencegahan dan 

kesiapsiagaan dalam pengurangan 

resiko bencana melakukan 

kejasama dengan TNI dan POLRI 

serta dinas-dinas terkait yang 

tergabung dalam SKPD (Satuan 

Kerja Perangkat Daerah) Kota 

Samarinda, Untuk penyebarluasan 

informasi tentang kebencanaan 

melalui media sosial, poster, 

sosialisasi di kelurahan/kecamatan 

serta pemasangan spanduk 

himbauan di ruas-ruas Kota 

Samarinda. 

2 Haning 

Marwiyanthy, 

2013 

Peran BPBD 

(Badan 

Penanggulangan 

Bencana 

Daerah) 

Kabupaten 

Karanganyar 

dalam Tahap 

Kesiapsiagaan 

Penanganan 

Bencana Alam 

Peran Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah adalah 

meningkatkan kesadaran 

masyarakat dalam tahap 

kesiapsiagaan penanganan bencana 

alam. Upaya yang dilakukan baik 

mitigasi pasif berupa pendidikan 

sadar bencana, penyuluhan tentang 

bencana alam serta 

karakteristiknya. Dengan upaya-

upaya yang dilakukan 

dimungkinkan dapat mengurangi 

dampak bencana dan juga 

meminimalisir korban akibat 

bencana alam. Sehingga sangat di 

butuhkan peran aktif masyarakat 

dan pemerintah untuk menjadikan 

masyarakat peduli bencana.  

3 Rully Indra 

Permana, 2013 

Tugas dan 

Tanggung 

Jawab Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Bentuk-bentuk kerusakan 

lingkungan yang menyebabkan 

bencana alam di Kabupaten Pesisir 

Selatan yaitu kerusakan lingkungan 

akibat proses alam. Serta bentuk 

tugas dan tanggung jawab 
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di Kabupaten 

Pesisir Selatan 

Berdasarkan 

Peraturan 

Daerah Nomor 

30 tahun 2010 

Tentang 

Penanggulangan 

Bencana 

pemerintah Kabupaten Pesisir 

Selatan terhadap penanggulangan 

bencana alam yang secara teknis 

dilakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

dan di atur dalam peraturan daerah 

nomor 30 tahun 2010 tentang 

penanggulangan bencana, dimana 

Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah bertanggung jawab 

menyelenggarakan penanggulangan 

bencana baik saat prabencana, saat 

bencana dan pasca bencana 

sehingga dapat mengurangi 

kerugian yang di timbulkan akibat 

bencana.  

4 Gunawan 

Pratama, 2017 

analisis 

Penanggulangan 

Bencana Banjir 

Oleh Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

(BPBD) Kota 

Bengkulu 

Adanya pemantauan terhadap 

kawasan bencana banir, pembuatan 

peta rawan bencana, pelatihan 

kesigapan personil satgas  Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Bengkulu, sosialisasi yang 

rutin, pembentukan posko bencana 

banjir, penanganan benjana banjir 

melalui satgas Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah 

Kota Bengkulu, sarana dan 

prasarana serta peralatan yang di 

gunakan dalam penanganan 

bencana banjir, pelaksanaan 

rehabilitasi bangunan, pelaksanaan 

rekontruksi pada bangunan baru. 

Penanggulangan bencana banjir 

oleh Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah Kota Bengkulu 

belum berjalan dengan maksimal, 

masih terdapat permasalahan dan 

kendala yang di hadapi dalam 

ppelaksanaan tersebut. 
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2.10 Definisi Konsep 

Konsep adalah suatu hasil pemaknaan dalam intelektual manusia yang 

memang merujuk ke gejala nyata kedalam empirik. Konsep adalah sarana 

merujuk kedua empiris, dan bukan merupakan refleksi sempurna mutlak dunia 

empiris bahkan konsep bukanlah dunia empiris itu sendiri. Untuk memberikan 

batasan yang jelas tentang penelitian yang akan dilakukan, maka penulis 

mendefenisikan konsep- konsep yang digunakan sebagai berikut: 

a. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan, apabila seseorang 

melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka ia 

menjalankan suatu peranan. 

b. BPBD adalah salah satu perangkat daerah yang tugasnya melaksanakan 

kegiatan penanggulangan bencana dan dibnetuk sesuai dengan 

peraturan undang-undang penyelenggaraan bencana daerah. 

c. Kabut Asap merupakan campuran antara kabut dan asap (banyak 

terdapat di daerah industri). Kabut asap adalah kumpulan asap dan 

kabut yang berkumpul menjadi satu kesatuan yang meiliki nilai 

kandung halimun airnya lebih besar dari 0.1 milimeter. Kabut biasanya 

terbentuk ketika kelembaban relatif udara sudah mencapai 100% Kabut 

asap sendiri dapat terjadi karena faktor alam dan faktor manusia. 

d. Penanggulangan kabut asap merupakan kegiatan untuk mencegah 

terjadinya bencana kabut asap, baik bencana kabut asap yang terjadi 

karena alam maupun akibat ulah manusia, melalui beberapa tahapan 

yang dilakukan sebelum, pada saat, dan sesudah bencana terjadi. Dan 
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yang menjadi fokus peneliti adalah pada saat bencana dengan tahap 

kesiapsiagaan atau tanggap darurat. 

2.11 Konsep Operasional 

Konsep operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan 

bagaimana cara mengukur suatu variabel, dengan kata lain konsep operasional 

adalah suatu petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel. 

Untuk mempermudah di dalam menganalisa dan menghindari kesalahan 

dalam pengertian dan pemahaman, maka penulis perlu mengoperasionalkan 

variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 2.2 Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator 

Peran Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

(BPBD) dalam 

menanggulangi 

kabut asap di 

kota pekanbaru  

1. Pencegahan Bencana 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Penanganan Darurat 

 

 

3. Rehabilitasi 

 

 

 

1. Perencanaan penanggulangan 

bencana 

2. Pengurangan resiko bencana 

3. Pencegahan bencana 

4. Pemanduan dalam perencanaan 

pembangunan 

5. Pelaksanaan dan penegakan 

tata ruang 

 

1. Memeriksa kesehatan korban 

 

 

1. Perbaikan daerah lingkungan 

bencana, sarana dan prasarana, 

bantuan material, kesehatan 

dan perbaikan lainnya. 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008  
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2.12 Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008  

Peran Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) dalam 

menanggulangi kabut asap di kota 

pekanbaru 

BPBD merupakan bagian 

dari perangkat daerah yang 

mempunyai fungsi 

perumusan dan penetapan 

kebijakan penanggulangan 

bencana dan penanganan 

pengungsi dengan 

bertindak cepat dan tepat, 

efektif dan efesien. 
 

Indikator: 

1. Pencegahan 

Bencana 

2. Penanganan 

Darurat 

3. Rehabilitasi 

 

Tujuan: 

Membangun 

kesatuan tindak 

pelaksanaan 

penanggulangan 

bencana yang 

terencana, terpadu, 

terkoordinasi dan 

menyeluruh 



 

27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan menggunakan metode kualitatif. 

Penelitian ini menggambarkan fenomena Peran Badan Penanggulangan 

Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi kabut asap di kota pekanbaru 

provinsi Riau. Data yang dapat dikumpulkan tersebut berupa hasil wawancara 

dengan informan atau narasumber yang berisi pertanyaan-pertanyaan 

mengenai hal yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang dimana 

penelitian akan dilakukan. Menurut Moleong (2013:128), cara terbaik yang 

perlu ditempuh dalam penentuan lapangan penelitian ialah dengan jalan 

mempertimbangkan teori substantif dan dengan mempelajari serta mendalami 

fokus serta rumusan masalah penelitian, untuk dapat melihat apakah terdapat 

kesesuaian dengan kenyataan yang ada dilapangan maka peneliti harus turun 

lapangan. 

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertempat di Kota 

Pekanbaru dan peneliti berfokus untuk melakukan penelitian pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota Pekanbaru yang beralamat di 

Jl. Jendral Sudirman No. 38, Tanah Datar, Kec. Pekanbaru Kota.  Penelitian 

ini dilakukan pada tanggal 02 September 2020 sampai dengan 03 Maret 2021.  
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3.3 Jenis dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, penulis 

menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan yang dilakukan 

penelitian (lapangan) melalui wawancara, dokumen dan observasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kegiatan menelaah buku-

buku maupun informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti yang diambil dari lembaga atau instansi terkait. 

3.4 Informan Penelitian 

(Meolong 2000:97) Informan penelitian adalah orang yang di 

manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian. Informan adalah subek yang memberikan data berupa 

informasi kepada peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana 

peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui 

tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling 

mengetahui bagaimana kondisi keseluruhan dari Analisis Peran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Kabut Asap 

di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Adapun yang menjadi key informan dan 

informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan 

data yang utuh dalam penelitian ini adalah : 
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Tabel 3.1  

Key Informan 

No Informan Jumlah 

1 Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1 Orang 

2 Kepala Sub Bagian Umum 1 Orang 

3 Kepala Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan  1 Orang 

4 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 1 Orang 

5 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 1 Orang 

6 
Satuan Petugas Pusat Pengendalian Operasi 

Penanggulangan Bencana 
1 Orang 

7 Masyarakat 6 Orang 

Total 12 Orang 

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pekanbaru 2022 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua macam data menurut 

klasifikasi jenis dan sumbernya yaitu : 

1. Observasi 

Metode pengumpulan data kualitatif salah satunya dengan cara 

observasi. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan melakukan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian. Dua diantara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan 

dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam bila responden 

yang diamati tidak terlalu besar. Dalam penelitian ini, peneliti 
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mengobservasi peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

dalam menanggulangi kabut asap di kota pekanbaru provinsi Riau. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang akan diteliti dan juga apabila peneliti ingin mengetahui 

hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya 

sedikit atau kecil. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan kepada 

pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan peran Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi kabut 

asap di kota pekanbaru provinsi Riau  dan pegawai yang kerja di instansi 

tersebut. 

3. Dokumentasi 

Selain observasi dan wawancara, para peneliti kualitatif dapat juga 

menggunakan berbagai dokumen dalam menjawab pertanyaan terarah. 

Apabila tersedia dokumen-dokumen ini dapat menambah pemahaman atau 

informasi untuk penelitian. Dalam penelitian ini dokumen-dokumen yang 

mungkin tersedia mencakup arsip-arsip yang dimiliki oleh Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kota pekanbaru provinsi Riau 

serta pemakaian buku-buku maupun literatur yang sesuai bahasan, website 

dan lain sebagainya. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Untuk menghasilkan dan memperoleh data yang akurat dan objektif 

sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dalam penelitian ini, maka analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif 

dengan cara analisis konteks dan telaah pustaka dan analisis pernyataan dari 

hasil wawancara dari informan atau narasumber. Dalam melakukan analisis 

data, peneliti mengacu pada beberapa tahapan yang dijelaskan menurut 

Sugiyono (2011:337). Teknik analisis data dalam penelitian ini antara lain : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan data yang diperoleh dialokasi 

penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian laporan yang 

lengkap dan terperinci. Dalam bentuk analisa yang menajamkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik, diverifikasi dan difokuskan data-data yang 

penting. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data berguna untuk memudahkan peneliti melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. 

Batasan yang diberikan dalam penyajian data adalah sekumpulan 

informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan  dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, 

penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
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hubungan antar kategori atau sejenisnya, dan penyajian data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif dan foto atau 

gambar yang sejenisnya 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan hal yang digunakan untuk 

melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian 

berlangsung, yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama 

proses pengumpulan data. Peneliti menganalisis dan mencari pola, 

tema, hubungan persamaan, dan hal-hal yang sering timbul yang 

dituangkan dalam kesimpulan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA 

DAERAH 

(BPBD) KOTA PEKANBARU 

 

4.1 Sejarah dan Dasar Hukum BPBD Kota Pekanbaru 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga 

pemerintah nondepartement yang melaksanakan tugas penanggulangan 

bencana daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dengan berpedoman 

pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana.  Terbentuknya BPBD dimulai pada tahun 2010 atas persetujuan 

Gubernur Riau. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah mendapatkan 

izin dari BNPB pada tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 

Tahun 2010 pada tanggal 5 Juni 2010, kemudian Keputusan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana pada tanggal 9 Juni 1992. Atas dasar peraturan 

diatas maka BPBD dibentuk di Kota Pekanbaru sebagai upaya koordinasi dan 

tanggap darurat bencana yang terjadi di Kota Pekanbaru. Hal ini disebabkan 

Kota Pekanbaru sangat rentan akan bencana terutama banjir dan kebakaran. 

Adapun dasar hukum daerah melaksanakan implementasi fungsi Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah dalah sebagai berikut: 

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, 

menerangkan mengenai aturan pembangunan desentralisasi pemerintahan, 

sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 6 membahas mengenai bantuan terhadap 
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peningkatan pembangunan aparatur daerah dan lembaga diatur dalam 

Pasal 1 ayat 7, meliputi bantuan terhadap korban bencana alam, 

pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana 

dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, dan bantuan pelastarian 

alam. 

2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana. 

Dalam Pasal 74 ayat 12 diatur mengenai kewajiban tanggungjawab sosial 

dan pemerintah pusat dalam membantu masyarakat yang manangani 

bidang penanggulangan bencana, ayat 2 mengenai perhitungan biaya dan 

asas kepatutan serta kewajaran, ayat 3 mengenai sanksi dan ayat 4 aturan 

lanjutan. 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana. Pasal 15 (b) menyebutkan bahwa “setiap 

penanaman modal berkewajiban melaksanakan tanggungjawab sosial 

perusahaan”. 

4. Peraturan Kepala Badan Nasional penanggulangan bencana Nomor 8 

Tahun 2011 Tentang Standarisasi data kebencanaan; 

5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 

Tahun 2008 Tentang Pedoman Tata cara pemberian bantuan pemenuhan 

kebutuhan dasar; 

a. Cepat dan Tepat 
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Cepat dan tepat adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan 

kebutuhan dasar dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan 

tuntutan keadaan. 

b. Prioritas 

Priroritas adalah bahwa pemberian bantua pemenuhan kebutuha dasar 

harus diutamakan kepada kelompok rentan. 

c. Koordinasi dan keterpaduan. 

Koordinasi adalah bahwa pemebrian bantuan pemenuhan kebutuhan 

dasar didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung 

Keterpaduan adalah bahwa pemeberian bantuan pemenuhan kebutuhan 

dasar dilaksanakan oleh berbagai sektor secara terpadu yang 

didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung. 

d. Berdaya Guna dan Berhasil Guna. 

Berdaya guna adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan 

dasar dilakukan dengan tidak membunag waktu, tenaga, biaya yang 

berlebihan. Berhasil guna adalah bahwa pemberian bantuan 

pemenuhan kebutuhan dasar harus berhasil guna, khususnya dalam 

mengatasi kesulitan korban bencana dengan tidak membuang waktu, 

biaya, tenaga dan biaya yang berlebihan. 

e. Transparansi dan akuntabilitas. 

Transparansi adalah bahwa pemberian bantuan pemenuha kebutuhan 

dasar harus dilakukan secara terbuka dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah bahwa pemberian 
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bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan secara terbuka dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum. 

f. Kemitraan 

Kemitraan adalah bahawa pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan 

dasar harus melibatkan berbagai pihak secara seimbang. 

g. Pemberdayaan 

Pemberdayaan adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan 

kebutuhan dasar dilakukan dengan melibatkan korban bencana secara 

aktif. 

h. Non Diskriminatif  

Non Diskriminatif adalah bahwa pemberian bantuan pemenuhan 

kebutuhan dasar tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap 

jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun. 

i. Non Proletisi 

Non Proletisi adalah bahwa dalam pemberian bantuan pemenuhan 

kebutuhan dasar dilarang menyebarkan agama atau keyakinan. 

6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung 

Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. 

7. Peraturan Gubernur Nomor 16 tahun 2011 tentang uraian tugas badan 

penanggulangan bencana daerah Provinsi Riau mencakup beberapa aspek 

berikut: 

a. Menyediakan panduan mengenai tanggungjawab sosial kepada semua 

bentuk organisasi tanpa memperhatikan ukuran lokasi untuk 
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menyatukan, melaksanakan memajukan praktek tanggung jawab 

pemangku kepentingan, mengkomunikasikan komitmen dan performa. 

b. Menyempurnakan/melengkapi Instrumen inisiatif lain yang 

berhubungan dengan tanggung jawab sosial dan membantu kegiatan 

sosial yang dapat membangun rasa kemanusiaan. 

c. Mempromosikan terminologi umum dalam lingkup tanggung jawab 

sosial dan semakin memperluas pengetahuan mengenai tanggung 

jawab sosial. 

d. Konsisten dan tidak berkonflik dengan traktat internasional 

standarisasi lainnya serta tidak bermaksud mengurangi otoritas 

pemerintah dalam menjalankan tanggung jawab sosial suatu organisai. 

e. Prinsip ketaatan pada hukum/legal compliance, prinsip penghormatan 

instrunen internasional, prinsip akuntabilitas, prinsip transparansi, 

prinsip penghormatan hak asasi manusia, prinsip pendekatan dengan 

pencegahan dan prinsip pnghormaan terhadap keanekaragaman. 

4.2 Visi dan Misi BPBD Kota Pekanbaru 

Adapun Visi-Misi BPBD Kota Pekanbaru yaitu: 

1. Visi 

Terwujudnya Kota Pekanbaru yang tangguh dalam penanggulangan 

bencana. 

2. Misi 

Visi ini diwujudkan dengan 4 Misi Penanggulangan Bencana, Yaitu : 
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a. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dengan 

membangun sistem dan mekanisme penganggulangan bencana Kota 

Pekanbaru . 

b. Memperkuat masyarakat berbudaya melayu dengan kualitas layanan 

aman bencana. 

c. Melindungi segenap masyarakat Riau dari dampak bencana. 

d. Meningkatkan kemampuan penanggulangan bencana secara terpadi 

dan berkesinambungan. 

4.3 Struktur organisasi BPBD Kota Pekanbaru 

Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas 

wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya 

hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pembentukan organisasi dan pendelegasian wewenang serta tugas 

merupakan unsur utama dan juga merup akan alat untuk mencapai 

pengawasan yang baik.  

Pengorganisasian berguna untuk mempersatukan orang-orang dan 

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam mencapai 

tujuan perusahaan harus ditentukan alat-alat mana yang sesuai, siapa 

pemegang kunci atau jabatan yang melakukannya dan setiap manajer memiliki 

wewenang untuk mengatur devisi masing-masing. Struktur organisasi badan 

mencermikan kebijaksanaan yang ditempuh untuk mengadakan pengawasan 

terhadap manusia, peralatan dan fasilitas lainnya yang terlihat di dalamnya 

demi tercapainya tujuan. Seorang pimpinan perusahaan harus mempuyai 
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pandangan luas, selain itu pimpinan harus tahu bagaimana mengatur 

organisasi, dan menentukan bagianbagian yang tepat untuk diduduki oleh 

orang yang tepat.  

Bentuk organisasi yang dianut juga mempengaruhi kebijaksanaan 

dalam mengorganisir bawahannya, karena itu di dalam menetapkan suatu 

kebijakan terlebih dahulu harus ditetapkan bentuk organisasi yang akan 

diterapkan menyesuaikan susunan dan penempatan orang sesuai dengan 

keahlihannya. Dengan demikian terdapat wewenang langsung antara setiap 

atasan dan bawahan. Ini berarti bahwa setiap manajer mempunyai wewenang 

sepenuhnya pada bawahannya, yang melapor hanya pada manajer tersebut, 

atau aliran wewenang langsung dan tidak langsung.  

Struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangat diperlukan guna 

untuk merumuskan suatu organisasi sehingga dapat menunjang keberhasilan 

dari perusahaan tersebut. Untuk itu diperlukan organisasi yang fleksibel dan 

berkembang sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh pemerintah itu sendiri. 

Unsur-unsur organisasi yang ada di BPBD Kota Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepala Badan 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan pedoman dan 

pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup 

pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan 

rekontruksi, dan membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana. 

2. Unsur Pengarah 
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Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah 

b. Pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana. 

3. Kepala Pelaksana 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Pengkoordinasiandan komando dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana. 

b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

4. Sekretariat 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, 

dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD. 

b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan 

peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan 

kapasitassumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah 

tangga. 

c. Pembinana dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protocol. 

d. Fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan 

bencana. 

5. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 
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a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan 

kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, 

mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan 

masyarakat. 

c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di 

bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta 

pemberdayan masyarakat. 

6.  Bidang Kedaruratan 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic. 

b. Pengkoordinasian dan palaksanan kebijakan di bidang penanggulangan 

bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan 

dukungan logistic. 

c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic. 

7. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada 

pascabencana. 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penanggulangan bencana pada pasca bencana.  
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Gambar 4.1 

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Pekanbaru 
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4.4 Jumlah Pegawai dan Jam Kerja 

1. Jumlah Kepala Pelaksana, Kepala Bidang dan Pegawai  

Jumlah Kepala Pelaksana, Kepala Bidang dan Pegawai BPBD Kota 

Pekanbaru sampai dengan bulan Februari 2021 berjumlah 187 orang 

dengan perincian: 

Tabel 4.1 

Jumlah Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota 

Pekanbaru Tahun 2022 

No Devisi 
Jumlah 

Pegawai 

1 Kepala Pelaksana 1 

2 Unsur Pengarah Instansi Profesional/Ahli 5 

3 Sekretaris 1 

4 Kepala SUB Bagian Umum dan keuangan 2 

5 
Kepala Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 
1 

6 
Kepala seksi Bidang Pencegahan dan 

Kesiapsiagaan 
2 

7 Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 1 

8 
Kepala seksi Bidang Kedaruratan dan 

Logistik 
2 

9 Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi 1 

10 
Kepala seksi Bidang Rehabilitasi dan 

Rekontruksi 
2 

11 Staff 17 

12 
Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan 

Bencana 
57 

13 Satuan Petugas  90 

14 Pengamanan dan Kebersihan 5 

Total 187 

Sumber: Humas BPBD Kota Pekanbaru, 2022 
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Tabel 4.2 

Jam Kerja Pegawai BPBD kota Pekanbaru  

No Hari Waktu Keterangan 

1 Senin 

- 07:30-12:00 WIB 

- 12:00-13:00 WIB 

- 13:00-16:00 WIB 

Kerja 

Istirahat 

Kerja 

2 Selasa-Rabu 

- 08:00-12:00 WIB 

- 12:00-13:00 WIB 

- 13:00-16:00 WIB 

Kerja 

Kerja 

Kerja 

3 Kamis 

- 07:30-12:00 WIB 

- 12:00-13:00 WIB 

- 13:00-16:00 WIB 

Kerja 

Istirahat 

Kerja 

4 Jum‟at 

- 08:00-11:30 WIB 

- 11:30-13:30 WIB 

- 13:30-16:00 WIB 

Kerja 

Istirahat 

Kerja 

Sumber: Kepala Bagian Umum BPBD Kota Pekanbaru, 2022 

Tabel 4.3 

Jumlah Pegawai PNS dan Honorer di BPBD kota Pekanbaru 2022 

No Jabatan Jumlah Keterangan 

1 Pegawai 35 Orang 
Pegawai 

Negeri Sipil 

2 
Pusat Pengendalian dan Operasi 

Penanggulangan Bencana 
57 Orang Honorer 

3 Satuan Petugas 90 Orang Honorer 

4 Pengamanan dan Kebersihan 5 Orang Honorer 

Jumlah 187 Orang 

Sumber: Kepala Bagian Umum BPBD Kota Pekanbaru, 2022 
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4.5 Program Kerja BPBD Kota Pekanbaru 

Struktur Organisasi diperlukan untuk membedakan batas-batas 

wewenang dan tanggung jawab secara sistematis yang menunjukkan adanya 

hubungan/keterkaitan antara setiap bagian untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pembentukan organisasi dan pendelegasian wewenang serta tugas 

merupakan unsur utama dan juga merup akan alat untuk mencapai 

pengawasan yang baik.  

Pengorganisasian berguna untuk mempersatukan orang-orang dan 

sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan perusahaan. Dalam mencapai 

tujuan perusahaan harus ditentukan alat-alat mana yang sesuai, siapa 

pemegang kunci atau jabatan yang melakukannya dan setiap manajer memiliki 

wewenang untuk mengatur devisi masing-masing.  

Struktur organisasi lembaga mencermikan kebijaksanaan yang 

ditempuh untuk mengadakan pengawasan terhadap manusia, peralatan dan 

fasilitas lainnya yang terlihat di dalamnya demi tercapainya tujuan. Seorang 

pimpinan perusahaan harus mempuyai pandangan luas. Struktur organisasi 

dalam suatu lembaga sangat diperlukan guna untuk merumuskan suatu 

organisasi sehingga dapat menunjang keberhasilan dari perusahaan tersebut. 

Untuk itu diperlukan organisasi yang fleksibel dan berkembang sesuai 

dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan itu sendiri. Unsur-unsur 

organisasi yang ada di BPBD Provinsi Riau adalah sebagai berikut: 
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1. Kepala Pelaksana 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan pedoman pengarahan 

terhadap usaha penanggulangan bencana yang di rekontruksi, dan 

membawahi unsur pengarah dan unsur pelaksana. 

2. Kepala Bidang 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah 

b. Pemantauan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan 

bencana. 

3. Pegawai 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Komando dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 

b. Penyelenggaraan penanggulangan bencana. 

4. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi,kesiapsiagaan 

pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat. 

b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, 

mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan 

masyarakat. 

c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di 

bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta 

pemberdayan masyarakat. 
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d. Pemantuan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan. 

5. Bidang Kedaruratan 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic. 

b. Pelaksanan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat 

tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic. 

c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat. 

d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada 

saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistic. 

e. Pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan 

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap 

darurat, penanganan fungsi dan dukungan logistik. 

6. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Tugas dan tanggung jawabnya adalah: 

a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada 

pascabencana. 

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca 

bencana. 

c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada 

pascabencana. 
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d. Pemantauan, evaluasi, dan analisis laporan tentang pelaksanaan 

kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan pada penejelasan bab sebelumnya dapat di simpulkan bahwa 

BPBD Kota Pekanbaru belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya, hal 

ini dapat di lihat sebagai berikut:  

1. Pembahasan mengenai peran BPBD yaitu peran sosialisasi menunjukkan 

hasil wawancara terkait kegiatan sosialisasi yang dilakukan BPBD kota 

Pekanbaru tentang pengurangan resiko bencana kabut asap oleh BPBD 

Kota Pekanbaru diasumsikan bahwa BPBD belum maksimal. Peran 

Sosialisasi terkait pengurangan resiko bencana kabut asap yang belum 

dirasakan masyarakat di Kota Pekanbaru. Pelaksaan kegiatan sosialisasi 

penanggulangan bencana kebakaran yang dilakukan oleh BPBD Kota 

Pekanbaru hanya dibeberapa kecamatan, kemudian hanya berfokus pada 

kebakaran hutan dan lahan saja. Dari hasil penelitian mengenai 

penanganan kebakaran yang dilaksanakan oleh instansi BPBD Kota 

Pekanbaru di temukan berbagai permasalahan yang sering terjadi seperti 

pemerintah dan masyarakat belum berjalan dengan baik dan optimal 

guna menentukan titik rawan bencana yang perlu di lakukannya 

sosialisasi penanggulangan dan arahan mengenai bencana kebakaran. 

Peneliti menilai pelaksanaan sosialisasi BPBD harus dilaksanakan di 

semua Kecamatan agar pencegahan terhadap bencana kebakran bisa 

diatasi. 
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2. Untuk mengetahui kinerja BPBD Kota Pekanbaru dalam 

penanggulangan bencana kabut asap dapat dilakukan dengan melakukan 

penilaian melalui: 

a. Produktivitas  

Pencapaian produktivitas organisasi dapat dikatakan belum berjalan 

dengan baik. Kondisi tersebut dapat dilihat dari bantuan-bantuan 

bencana korban yang mana masyarakat lebih merasakan bantuan dari 

pihak lain seperti mahasiswa dan komunitas ojek online yang 

membagi-bagikan masker d alanan daripada bantuan dari pihak 

BPBD kota Pekanbaru dan kejelasan waktu dalam menanggulangi 

bencana kebakaran. 

b. Responsitivitas  

Secara Responsivitas BPBD Kota Pekanbaru sudah baik, cepat dan 

spontan melakukan tindakan darurat untuk melakukan pertolongan, 

pencarian, penyelamatan dan pelayanan kesehatan serta pelayanan 

sosial terhadap korban bencana. 

c. Akuntabilitas  

Secara akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah belum 

maksimal dikarenakan masih banyak koordinasi antar pemerintah 

masih belum optimal, koordinasi BPBD dengan instansi lainnya 

seperti Camat, Lurah maupun Ketua RT dan Masyarakat. 

3. Kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana 

kebakaran di Kota Pekanbaru 
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a. Sumber Daya Manusia (SDM)  

Sumber daya manusia yang ada belum cukup memadai 

dibandingkan dengan luasnya ruang lingkup tugas yang dijalankan 

oleh BPBD. Selain itu juga dilihat dari pendidikan SDM nya masih 

banyak yang lulusan SLTA. Khususnya terkait dengan 

penanggulangan bencana yang sangat luas subjek dan objeknya 

untuk wilayah Kota Pekanbaru yang cukup luas mempunyai 12 

Kecamatan yang tersebar di Kota Pekanbaru. 

b. Jarak dan akses  

Kantor BPBD yang berada di Kota Pekanbaru memiliki jarak yang 

tidak terlalu jauh dari lokasi-lokasi kebakaran yang berada di 

Kecamatan Kota Pekanbaru, sehingga membutuhkan waktu 

tumpuh paling lama 1 jam. 

4. Factor-faktor kendala saat terjadi kejadian kebakaran di lapangan: 

a. Kurangnya fasilitas  

Fasilitas yang digunakan belum memadai karena masih 

kekurangan beberapa fasilitas seperti mobil pemadam kebakaran 

dan perlengkapan lainnya. 

b. Sumber air  

Sumber air yang digunakan oleh Satgas hanya mengandalkan 

kondisi alam dengan mencari sumber air terdekat seperti anak 

sungai atau sumur warga. 
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6.2 SARAN  

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian di 

lapangan yaitu:  

1. Aparatur atau Sumber Daya Manusia (SDM) harus ditambah dan 

ditingkatkan kompetensinya. Sehingga dalam penyelenggaraan 

penanggulangan bencana kebakaran dapat dilaksanakan dengan 

profesional. 

2. Alat/sarana dalam penanggulangan bencana kebakaran harus ditambah 

dan dilengkapi. Pasalnya wilayah Kota Pekanbaru yang tersebar di 12 

Kecamatan rawan akan bencana Kebakaran tiap tahunnya. Sehingga 

membutuhkan alat/sarana yang lebih lengkap agar proses 

penyelenggaraan bencana kebakaran dapat diatasi dengan baik.  

3. Perlunya manajemen khusus untuk menangani kebakaran yang 

memiliki lokasi cukup jauh dari kantor BPBD, sehingga dapat 

meminimalisir wilayah yang terbakar. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

(BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA KABUT ASAP DI 

KOTA PEKANBARU 

Pedoman wawancara dengan key informan : 

Nama  : Bambang Rifai, A. Md SE 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan  : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik 

 

1. Kebakaran hutan paling luas di kota Pekanbaru ada tahun berapa ? 

2. Apakah ada kendala/hambatan dalam menanggulangi bencana kabut asap 

di kota Pekanbaru ? Jika ada apa saja kendala/hambatan tersebut ? 

3. Apa saja TUPOKSI penanggulangan Kabut asap bagian kepala bidang ? 

4. Apakah dari TUPOKSI tersebut sudah berhasil semua/berhasil 

sebagian/gagal dalam menanggulangi kabut asap di kota Pekanbaru ? 

5. Pada BPBD kota Pekanbaru terdiri dari berapa PNS dan berapa Honorer ? 

6. Apakah sudah tersedia pegawai yang terlatih dalam penanganan masalah 

kebencanaan ? 

7. Apakah fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat sudah tercipta 

secara baik ? 

8. Apa dampak dari paradigma penanganan bencana yang masih cenderung 

bersifat responsive ? 

9. Apakah sudah terdapat standar penilaian pasca bencana dalam pelaksanaan 

rehabilitas dan rekonstruksi ? 
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10. Apakah ada dukungan sumber daya yang memadai seperti jumlah 

anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, serta personil ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

(BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA KABUT ASAP DI 

KOTA PEKANBARU 

Pedoman wawancara dengan key informan : 

Nama  : Alan Kurnia, S. STP 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan  : Kepala Sub Bagian Umum 

 

1. Kebakaran hutan paling luas di kota Pekanbaru ada tahun berapa ? 

2. Apakah ada kendala/hambatan dalam menanggulangi bencana kabut asap 

di kota Pekanbaru ? Jika ada apa saja kendala/hambatan tersebut ? 

3. Pada BPBD kota Pekanbaru terdiri dari berapa PNS dan berapa Honorer ? 

4. Apakah sudah tersedia pegawai yang terlatih dalam penanganan masalah 

kebencanaan ? 

5. Apakah fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat sudah tercipta 

secara baik ? 

6. Apakah sudah terdapat standar penilaian pasca bencana dalam pelaksanaan 

rehabilitas dan rekonstruksi ? 

7. Apakah ada dukungan sumber daya yang memadai seperti jumlah 

anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, serta personil ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

(BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA KABUT ASAP DI 

KOTA PEKANBARU 

Pedoman wawancara dengan key informan : 

Nama  : Eli Farsya, SH, MH 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Jabatan  : Kepala Bidang pencegahan dan Kesiapsiagaan 

 

1. Kebakaran hutan paling luas di kota Pekanbaru ada tahun berapa ? 

2. Apakah ada kendala/hambatan dalam menanggulangi bencana kabut asap 

di kota Pekanbaru ? Jika ada apa saja kendala/hambatan tersebut ? 

3. Apa saja TUPOKSI penanggulangan Kabut asap bagian kepala bidang ? 

4. Apakah dari TUPOKSI tersebut sudah berhasil semua/berhasil 

sebagian/gagal dalam menanggulangi kabut asap di kota Pekanbaru ? 

5. Pada BPBD kota Pekanbaru terdiri dari berapa PNS dan berapa Honorer ? 

6. Apakah sudah tersedia pegawai yang terlatih dalam penanganan masalah 

kebencanaan ? 

7. Apakah fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat sudah tercipta 

secara baik ? 

8. Apa dampak dari paradigma penanganan bencana yang masih cenderung 

bersifat responsive ? 

9. Apakah sudah terdapat standar penilaian pasca bencana dalam pelaksanaan 

rehabilitas dan rekonstruksi ? 
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10. Apakah ada dukungan sumber daya yang memadai seperti jumlah 

anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, serta personil ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

(BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA KABUT ASAP DI 

KOTA PEKANBARU 

Pedoman wawancara dengan key informan : 

Nama  : Rony Suprana Armanda, S. STP, MPA 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan  : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

 

1. Kebakaran hutan paling luas di kota Pekanbaru ada tahun berapa ? 

2. Apakah ada kendala/hambatan dalam menanggulangi bencana kabut asap 

di kota Pekanbaru ? Jika ada apa saja kendala/hambatan tersebut ? 

3. Apa saja TUPOKSI penanggulangan Kabut asap bagian kepala bidang ? 

4. Apakah dari TUPOKSI tersebut sudah berhasil semua/berhasil 

sebagian/gagal dalam menanggulangi kabut asap di kota Pekanbaru ? 

5. Pada BPBD kota Pekanbaru terdiri dari berapa PNS dan berapa Honorer ? 

6. Apakah sudah tersedia pegawai yang terlatih dalam penanganan masalah 

kebencanaan ? 

7. Apakah fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat sudah tercipta 

secara baik ? 

8. Apa dampak dari paradigma penanganan bencana yang masih cenderung 

bersifat responsive ? 

9. Apakah sudah terdapat standar penilaian pasca bencana dalam pelaksanaan 

rehabilitas dan rekonstruksi ? 
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10. Apakah ada dukungan sumber daya yang memadai seperti jumlah 

anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, serta personil ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

(BPBD) DALAM MENANGGULANGI BENCANA KABUT ASAP DI 

KOTA PEKANBARU 

Pedoman wawancara dengan key informan : 

Nama  : Arsi 

Jenis Kelamin : Laki-Laki 

Jabatan  : Satuan Petugas Pusat Pengendalian Operasi 

Penanggulangan Bencana 

 

1. Apakah ada kendala/hambatan dalam menanggulangi bencana kabut asap 

di kota Pekanbaru ? Jika ada apa saja kendala/hambatan tersebut ? 

2. Apakah sudah tersedia pegawai yang terlatih dalam penanganan masalah 

kebencanaan ? 

3. Apakah fungsi kesiapsiagaan dan respon tanggap darurat sudah tercipta 

secara baik ? 

4. Apa dampak dari paradigma penanganan bencana yang masih cenderung 

bersifat responsive ? 

5. Apakah sudah terdapat standar penilaian pasca bencana dalam pelaksanaan 

rehabilitas dan rekonstruksi ? 

6. Apakah ada dukungan sumber daya yang memadai seperti jumlah 

anggaran, prosedur, peralatan, sarana dan prasarana, serta personil ? 
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Dokumentasi Peneliti 

Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Pekanbaru 

 

 

Dokumentasi peneliti dengan bapak Bmbang Rifai, A. Md, SE selaku Kabid 

Kedaruratan dan Logistic Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Pekanbaru 
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Dokumentasi peneliti dengan Satuan Petugas Pusat Pengendalian Operasi 

Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Pekanbaru 

 

Dokumentasi peneliti dengan bapak Rony Suprana Armanda, S.STP, MPA 

selaku Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru 



 

90 
 

 

Dokumentasi peneliti dengan Satuan Petugas Pusat Pengendalian Operasi 

Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Pekanbaru 
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Dokumentasi peneliti dengan bapak Alan Kurnia, S.STP selaku Sub Bagian 

Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Pekanbaru 

 

Dokumentasi peneliti dengan Ibu Eli Farsya, SH, MH selaku Kabid Pencegahan 

dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota 

Pekanbaru 
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Dokumentasi peneliti dengan bapak Bmbang Rifai, A. Md, SE selaku Kabid 

Kedaruratan dan Logistic Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Pekanbaru 
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Dokumentasi peneliti dengan Satuan Petugas Pusat Pengendalian Operasi 

Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 

Kota Pekanbaru 
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TABEL KEJADIAN BENCANA KARHUTLA KOTA PEKANBARU 

TAHUN 2019 

 

No Kecamatan 
Bulan 

Luas 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des 

1 
Tenayan 

Raya 
- - 2 kali - - - 1 kali 8 kali 3 kali - - - 33,2105 Ha 

2 Tampan 2 kali 3 kali 3 kali 1 kali - - 5 kali 8 kali 11 kali 2 kali 1 kali - 15,522 Ha 

3 Rumbai - 1 kali 6 kali - 2 kali - 2 kali 4 kali 3 kali - - - 57,8633 Ha 

4 
Rumbai 

Pesisir 
- - 3 kali - - - 1 kali - 1 kali - - - 24,2823 Ha 

5 
Paying 

Sekaki 
1 kali 7 kali 7 kali 1 kali 2 kali - 4 kali 9 kali 14 kali 14 kali 1 kali - 85,5455 Ha 

6 
Marpoyan 

Damai 
- - 2 kali - - - 1 kali 6 kali 9 kali 1 kali - - 4,9215 Ha 

7 Bukit Raya - - - - - - 5 kali 6 kali 31 kali 2 kali - - 57,937 Ha 

8 Sukajadi - - - - - - - - - - - - - 

9 Senapelan - - - - - - - - - - - - - 

10 Sail - - - - - - - - - - - - - 

11 
Pekanbaru 

Kota 
- - - - - - - - - - - - - 

12 Lima Puluh - - 1 kali - - - - - - 1 kali - - 0,56 Ha 

Jumlah 3 kali 11 kali 24 kali 2 kali 4 kali - 19 kali 41 kali 72 kali 20 kali 2 kali - 279,88421 Ha 
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TABEL KEJADIAN BENCANA KARHUTLA KOTA PEKANBARU 

TAHUN 2020 

No Kecamatan 

Bulan 

Luas 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

Agus

t 
Sept Okt Nov Des 

1 
Tenayan 

Raya 
- 3 kali 2 kali - - - - 1 kali 3 kali - 1 kali 1 kali 10,0253 Ha 

2 Tampan 3 kali 1 kali 2 kali 1 kali - 1 kali 4 kali 1 kali - - - 1 kali 2,4399 Ha 

3 Rumbai 1 kali 2 kali 3 kali - 2 kali - - 1 kali - - - 2 kali 54,43 Ha 

4 
Rumbai 

Pesisir 
1 kali 3 kali -  - - 1 kali - - - 2 kali - - 5,335 Ha 

5 
Paying 

Sekaki 
2 kali 1 kali 4 kali - - - - 1 kali - 2 kali - 1 kali 1,6375 Ha 

6 
Marpoyan 

Damai 
- 2 kali 2 kali - - - - - - - - - 0,495 Ha 

7 Bukit Raya 1 kali 5 kali 5 kali 3 kali 1 kali - 4 kali - - 2 kali - 1 kali 4,0248 Ha 

8 Sukajadi - - - - - - - - - - - - - 

9 Senapelan - - - - - - - - - - - - - 

10 Sail - - - - - - - - - - - - - 

11 
Pekanbaru 

Kota 
- - - - - - - - - - - - - 

12 Lima Puluh - 1 kali - - - - - - - - - - 1 Ha 

Jumlah 8 kali 18 kali 18 kali 4 kali 3 kali 2 kali 8 kali 4 kali 3 kali 6 kali 1 kali 6 kali 79,3875 Ha 
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TABEL KEJADIAN BENCANA KARHUTLA KOTA PEKANBARU 

TAHUN 2018 

 

No Kecamatan 
Bulan 

Luas 
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sept Okt Nov Des 

1 
Tenayan 

Raya 
- - 2 kali - - - 1 kali 4 kali 3 kali - - - 

30,533 Ha 

2 Tampan 2 kali 1 kali 1 kali 2 kali - - 3 kali 6 kali 8 kali 2 kali 1 kali - 6,218 Ha 

3 Rumbai - 1 kali 1 kali - 2 kali - 2 kali 4 kali 3 kali - - - 21,493 Ha 

4 
Rumbai 

Pesisir 
- - - - - - 1 kali - 1 kali - - - 

19,028 Ha 

5 
Paying 

Sekaki 
1 kali 3 kali 2 kali 1 kali 2 kali - 4 kali 5 kali 7 kali 7 kali 1 kali - 

24,495 Ha 

6 
Marpoyan 

Damai 
- - 1 kali - - - 1 kali 3 kali 9 kali 1 kali - - 

2,748 Ha 

7 Bukit Raya - - - - - - 2 kali 1 kali 8 kali 2 kali - - 5,143 Ha 

8 Sukajadi - - - - - - - - - - - - - 

9 Senapelan - - - - - - - - - - - - - 

10 Sail - - - - - - - - - - - - - 

11 
Pekanbaru 

Kota 
- - - - - - - - - - - - 

- 

12 Lima Puluh - - 1 kali - - - - - - 1 kali - - 0,691 Ha 

Jumlah 3 kali 5 kali 8 kali 3 kali 4 kali - 14 kali 23 kali 39 kali 13 kali 2 kali - 110,349 Ha 
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